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_Restorative Justice adalah pergeseran pemidanaan dalam sistem
peradilan pidana yang lebih mengutamakan keadilan bagi korban dan
Eelaku tindak pidana selain bisa juga dengan alternatif hukuman seperti

erja sosial dan lainnya.

Rumusan masalah dalam tesis ini adalah bagaimana penegakan
hukum penyelesaian perkara tindak pidana narkotika dengan pendekatan
restoratif Justice pada tahapan penyidikan di direktorat reserse narkoba
Polda Sumut, bagaimana upaya penganggulangan dan penyembuhan para
pecandu naroba melalui rehabilitasi para pecandu di wilayah hukum
Kepolisian Daerah Sumatera Utara, bagaimana pengaturan tindak pidana
penyalahgunaan narkotika berdasarkan kebijakan hukum restoratif dalam
proses penyidikan

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriftif analisis yang
mengarah pada penelitian hukum yuridis normatif dan didukung data yuridis
empiris yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mengacu pada norma-
norma hukum yaitu meneliti terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder.
Data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan
hukum sekunder dan bahan hukum tersier. _

KesmEulan dari tesis ini adalah penegakan hukum penyelesaian
perkara tindak pidana narkotika dengan pendekatan restoratif Justice pada
tahapan penyidikan di direktorat reserse narkoba Polda Sumut dalam
perkara narkotika yang diselesaikan melalui keadilan restoratif pada tahun
2020-2021 belum ada sedangkan pada tahun 2022 sebanyak 4 perkara dari
233 perkara yang diselesaikan melalui keadilan restoratit. Kemudian pada
tahun 2023 sampai bulan Juli sebanyak 12 perkara dari 96 perkara.Upaya
penganggulangan dan penyembuhan para pecandu narkoba melalui
rehabilitasi ﬁara pecandu di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera
Utara adalah memberikan sosialisasi/penjelasan kepada orangtua atau wali
dari pecandu tentang Undang-Undang Narkotika, Pengaturan tindak pidana
penyalahgunaan narkotika berdasarkan kebijakan hukum restoratif dalam
Broses penyidikan diatur dalam Perkap Kapolri No. 8 Tahun 2021 Tentang

enanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
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Restorative Justice is a shift in punishment in the criminal justice
system which prioritizes justice for victims and perpetrators of criminal acts
as well as alternative punishments such as social work and others.

The formulation of the problem in this thesis is how to enforce the law
in resolving narcotics crime cases using a restorative Justice approach at
the investigation stage at the North Sumatra Regional Police's drug
investigation directorate, how to deal with and cure drug addicts through
rehabilitation of addicts in the jurisdiction of the North Sumatra Regional
Police, how to regulate criminal acts of narcotics abuse based on restorative
legal policies in the investigation process.

The research method used is descriptive analysis which leads to
normative juridical legal research and is supported by empirical juridical
data, namely research carried out by referring to legal norms, namely
researching library materials or secondary materials. Secondary data by
processing data from primary legal materials, secondary legal materials and
tertiary legal materials.

The conclusion of this thesis is that law enforcement resolves
narcotics crime cases using a restorative justice approach at the
investigation stage at the North Sumatra Police's drug investigation
directorate in narcotics cases that were resolved through restorative justice
in 2020-2021. There are no cases yet in 2022, whereas in 2022 there will
be 4 cases out of 233 cases. which is resolved through restorative justice.
Then in 2023 until July there will be 12 cases out of 96 cases. Efforts to
overcome and cure drug addicts through rehabilitation of addicts in the
jurisdiction of the North Sumatra Regional Police are to provide
socialization/explanation to parents or guardians of addicts regarding the
Narcotics Law, Regulations Criminal acts of narcotics abuse based on
restorative legal policies in the investigation process are regulated in the
Chief of Police Regulation No. 8 of 2021 concerning Handling of Crime
Based on Restorative Justice.
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